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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis
menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak restitusi dalam peradilan pidana
belum optimal karena tidak ada metode perhitungan kerugian yang jelas
menjadi kelemahan sehingga hak-hak atas restitusi bagi korban selama ini

tidak berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan.

2. Korban atau keluarga korban belum mengetahui adanya hak restitusi yang
dapat diajukan kepada penegak hukum dengan cara mengajukan restitusi
sejak korban melaporkan kasus pidananya ke kepolisian setempat, serta
korban dapat memohon restitusi dengan cara mengajukan sendiri gugatan
perdata atas kerugian yang dialami ke Pengadilan Negeri setempat. Tetapi
tetap saja tanpa adanya itikad baik dari tersangka hak restitusi tidak akan

berjalan sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Perlunya dibuat metode perhitungan kerugian peraturan pelaksana terkait
mekanisme restitusi mulai dari penyidikan, penuntutan sehingga penegak
hukum dapat memberikan perlindungan secara maksimal dalam upaya

pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
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2. Perlunya memberikan penyuluhan dan sosialisasi baik formal maupun
non-formal secara berkesinambungan mengenai hak-hak korban dalam
tindak pidana perdagangan orang agar masyarakat sadar hukum dan

mentaati peraturan yang berlaku.
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